
 

 

BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 
NOMOR 9  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 71 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut : Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa 

Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, dan 

Perubahan Petunjuk Teknis Belanja Program/Kegiatan yang 

Didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Surat Gubernur 

Jawa Timur kepada Bupati/Walikota tanggal 8 Januari 2018 

Nomor : 460/69/012.4/2018, Perihal : Penetapan Situasi 

Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Jawa Timur, yang 

ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 

: 188.45/83/KEP/434.012/2018 Tentang Status Kejadian Luar 

Biasa (KLB) Difteri di Kabupaten Sampang, perlu menetapkan 

pergeseran Anggaran Belanja dan/atau penambahan 

program/kegiatan; 
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b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata 

cara pergeseran anggaran diatur dalam peraturan bupati; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati 

Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 

2017 Tentang   Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Tahun Anggaran 2018. 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5049);  

8. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Desa (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5495);  

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,   Tambahan   

Lembaran   Negara   Tahun  2014 Nomor  5587),   sebagaimana    

telah   diubah   kedua    kali   dengan  Undang-Undang  Nomor  

9  Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 

5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

20. Peraturan  Pemerintah Nomor 2  Tahun 2012 Tentang  Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012    

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan  Pemerintah Nomor 43  Tahun 2014 Tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539),  sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas 

Peraturan  Pemerintah Nomor 43  Tahun 2014 Tentang  

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomr 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5717); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

25. Peraturan  Presiden Nomor 87  Tahun 2014 Tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir  kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang 

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017; 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 

Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Tahun 2018; 

33. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5),  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2014 Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4  Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 

Nomor 4); 

38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 

Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2015 Nomor 4);  
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39. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12); 

40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 9); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang 

42. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 

Nomor 10); 

43. Peraturan Bupati  Sampang  Nomor 93 Tahun 2016 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2016 Nomor 93); 

44. Peraturan Bupati  Sampang  Nomor 42 Tahun 2017 Tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016               

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 42); 

45. Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2017 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sampang. 

 

                                  MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SAMPANG NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG 

PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018  
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Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 71) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 

1.  Pendapatan  : 

a. Pendapatan Asli Daerah    Rp.     137.245.157.950,00 

b. Dana Perimbangan    Rp.  1.201.195.857.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.     331.084.270.397,00 

                                                                                                                     
         Jumlah Pendapatan Rp.  1.669.525.285.347,00 

2. Belanja  : 

a. Belanja Tidak Langsung  : 

1. Belanja Pegawai    Rp.647.499.375.825,00 

2. Belanja Bunga     Rp.             _ 

3. Belanja Subsidi    Rp.                – 

4. Belanja Hibah     Rp.  79.581.484.000,00 

5. Belanja Bantuan Sosial   Rp.  12.916.000.000,00 

6. Belanja Bagi Hasil    Rp. 2.068.801,715,00 

7. Belanja Bantuan Keuangan  Rp.269.641.919.000,00 

8. Belanja Tidak Terduga   Rp        452.829.000,00 

        

     Rp.1.012.160.409.540,00 

b. Belanja Langsung  

1. Belanja Pegawai  Rp.     20.428.681.620,00 

2. Belanja Barang dan Jasa   Rp.   439.816.484.040,00 

3. Belanja Modal     Rp.   336.619.710.147,00       

           

     Rp.   796.864.875.807,00  

 

 Jumlah Belanja          Rp. 1.809.025.285.347,00 

 

  Surplus/(Defisit) (Rp.   139.500.000.000,00) 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan  Rp.      139.500.000.000,00          

2. Pengeluaran Rp.                                 
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   Jumlah Pembiayaan Netto Rp.       139.500.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.     -    

 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal  3 

(1) Rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

(2) Pelaksanaan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal  4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.      

 

Ditetapkan di :  Sampang 

Pada tanggal :  10 April 2018 

    

Pj. BUPATI SAMPANG, 
 

ttd. 

 
H. JONATHAN JUDIANTO 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal   : 10 April 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 
ttd. 

 

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 
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